
45 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hal-hal yang memyebabkan terjadinya kasus Penganiayaan, sengketa tanah dan KDRT 

di Desa Inbate yaitu antara penggugat dan tergugat yaitu adanya kesalahpahaman tanpa 

adanya persetujuan dari pihak penggugat. 

2. Peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus penganiayaan, Sengketa Tanah dan 

KDRT di Desa Inbate adalah sebagai penengah dan juga sebagai pengambil keputusan 

yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang ditetapkan. Terdapat 

juga tahapan tahapan yang dilalui dalam penyelesaian kasus sengketa yaitu: 

mengeluarkan surat untuk memanggil kedua belah pihak, pemanggilan pihak yang 

bersengketa, dan proses penyelesaian kasus Sengketa. 

3. Penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa seringkali menemui hambatan. faktor-faktor 

yang mempengaruhi diantaranya: tingkat emosional dan tingkat pendidikan. 

5.2 Saran 

Pemerintah Desa sebagai lembaga yang menengahi dan juga sebagai pengambil 

keputusan dalam menyelesaikan kasus sengketa harus dapat bersikap seadil mungkin 

dalam mengambil sebuah keputusan: 

1. Mengingat Kepala Desa merupakan pemimpin masyarakat desa yang sangat dihormati, 

hendaknya dapat bersikap lebih bijak dalam memutuskan suatu permasalahan terutama 
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pada kasus penganiayaan, Sengketa Tanah dan KDRT agar tidak ada pihak-pihak tertentu 

yang merasa dirugikan. 

2. Bagi masyarakat Desa Inbate, hendaknya apabila terjadi kasus Sengketa, para pihak dapat 

menyelesaikannya secara musyawarah untuk menghindari terjadinya perpecahan yang 

dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan terutama dilingkungan kehidupan 

bermasyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. Identitas Informan 

Nama   :  ……………………………………………………  

Pekerjaan    :  …………………………………………………… 

Jabatan   :  …………………………………………………… 

Alamat   :  ……………………………………………………\ 

Jenis Kelamin  :            1.  Laki-laki            2. Perempuan 

Pendidikan Terakhir :            1. SD           2. SMP            3. SMA/SMK 

4.  S1           5. S2 

II. Petunjuk 

Daftar pertanyaan berikut bertujuan untuk mengetahui persepsi Bapak/Ibu 

terhadap peran Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa 

masyarakat di desa Inbate Kecamatan bikomi Nilulat Kabupaten. 

III. Fokus Penelitian. 

No Fokus Pertanyaan Informan Ket. 

1 Katalisator/ 

Penghubung 

a. Bagaimana awal mula Bapak/Ibu 

mengetahui persoalan/sengketa 

tersebut 

  

  b. Menurut Bapak/Ibu apa sajakah 

yang dilakukan setelah menerima 

laporan kasus tersebut 

  

2 Mediator/ a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana   

 

 

 

 

 

                



51 

Penengah cara memberikan informasi kepada 

pihak-pihak yang bersengketa 

menyelesaikan kasus  tersebut 

 

  

 

b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana 

cara menyikapi kasus tersebut 

setelah mendapatkan informasi 

kronologis kejadian  

  

3 Leading/ 

Guiding/ 

Mengarahkan 

a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana 

cara mengarahkan kedua bela 

pihak setelah mendamaikan mereka 

  

  b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana 

caranya agar kedua bela pihak 

tidak mengulangi kasus tersebut 

  

        

Inbate,        Juli 2024 

 

       Terima kasih 
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Lampiran 4.1 

Striktur Organisasi Desa Inbate Tahun 2024 
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